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KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA FROVINSI KALIMANTAN SELATAN

bahwa datam rangke peliksansan Ketentuan Pasal 8 ayal
{2 Permiuren Menteri Agama Nomor 596 Tohun 2013
tentang  Penyelenggaraan Pendidikan  Madrasah, periu
memberilan izin opemsional terhadap Madrassh Swasta di
lingkungan Kantor Wiayah Kementerian Agama Provinai
Kalimantan Selalun;

bahwa dalam rangka meningkitkan akses pendidikan
madmsah ving bermuty. periu memberikan kKesempatan
masvirakat melalul organisasi berbadan hukum untuk
menyelenggarakan madrasah  sesual  dengan stnndar
nasional perdidikan:

pafiwa madrasah  yang tercantum dalam  Lamplran
Keputusan (ni teleh memeniuhl persyaratann administradl,
teknis, dan kelayaken vang telah ditctaphan

hahwa herdasarkan pertimbangun schagaimana dimaksud
datam huruf &, b dan c. perfu menetapkan Kepulusan
Kepaln Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi
Kalimantan Selatan tentang Pemberian lzin Operasional
Pendirinn  Madmsah Aliyah Madinatul Hmi Kabupatet
Kotabar

Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang  Sistem
Penclichikan Nasinnal {Lembaran Negarn Republik Indonesia

Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan lembaran Negara

Republik Indonesia Nomar 43011

Undang-undang Nomor 14 Tahiun 2003 tentang Guru dan
Dasent (Lermbaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006



o,

Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Repubbk
Indonesia Nomor 4586,

Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tshun 2005 tentang
Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negars Republik
Indonesia Tahun 2005 Nemor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Feraturan
Pemerntah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan
Kedus stas Peraturan Permerintah Nomor 19 Tahun 2005
tentitng Standar Nasional Pendidilkan [Lembaran Negama
Republik Indoncsia Tahun 2015 Nomeor 45, Tambahsn
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomer 5670,

Prraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Waub
Belajar (Lembaran Negam Republik indonesia Tahun 200
Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indoncsa
Nomor 4563),

Peraluran Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang
Pemdanzan Pendidikan (Lembaran Negara  Republik
Indonests Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran
Negirs Republik Indonesia Nomor $864);

Prraturan Pemerintal Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tabun 2008 Nomor
194, Tambahan Lcmbaran Negara Republik indonesia
MNamnor 4941}

Peraturan Pemerintabh Nomor 17 Tahun 010 tentang
Fengoiolsan dun Penyelenggaraan Pendidikan (Lembamn
Negara Republik Indomesin Tahun 2010 Nomor 23,
Tambahan Lembaran MNegara Republik Indonesia Nomotr
5150 sehagaimana tclah  dicbeh dengan  Peratumn
Pemesintah Nomor 66 Tahun 2010 entang Perubahan Atas
Peruturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengeloiaan dan Peryelenggarnan Pendidikan [Lembarmn
Negara  Repubdlik Indonesia Tahun 2010 Somor 112,
Tambahan Lembaran Negara Republik |ndonesia Nomor
5157

Pemmimn Menteri Pendicdikan Nasional Nomor 24 Tahun
2007 temtang Standsr Serana dan Prasarana untuk
Sekolah Dasar/Madrasah [htidatyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah. dan Sckolah Menengsh
Atag/ Madrasah Alltyah;

Peraturan Mesnteri Pendidikan Nesions) Nomor 15 Tahun
2010 tentang Standar Pelayanan Minkoal Pendidikan di
Kabupaten/Kota sebagaimans  leleh  diubah  menjadi
Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayvean Nomor 23
Tahun 2013 entang Perubahan atas Peraturan Menterl
Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang
Seandar Pelivanan Minimal Pendidikan di Kabupaten /Kota,

Peratumn Mentéri Agnma Nomor 2 Tahun 2014 teatang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama
Islam pada Sekolah sehagaimana tciah diubeh dengan



Peraturan Menteri Agama Nomor 3] Tahun 2013 tentang
Perubghan Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun
2012 tentang Fengawss Madrasah dan  Pengawas
Pendidikan Agama Isiam pada Sekolah;

11, Peraturan Menteri Agamsa Nomor 53 Tahun 2012 tentang
Organizasi den’ Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian
Agama;

12. Peratdran Menteri Agama Nomor 90 Trhun 2013 teateng
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah sehagaimana teiah
diubsh dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 60 Tahun
2015 tentang Perubahan mtas Peraturan Menterl Agama

Nomar 90 Tehun 2013 rtenung Penvelenggaraan
Pendidikan Madmsah;

13. HKeputusan Menlerl Agama Nomor 207TA Tahupn 1008
: tentang Peiunjuk Pelaksanaan Pendelegasian Wewenung di
Lingkungen Deparntemen Agamia;

MEMUTUSKAN:
Menetapkan : KEPUTUSAN HEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN

KESATU t Memberikin izin opcrasional pendirian madrasab kepada
madrasah sebagiymana  teroantum  dalam  Lampirar  yang
merupikan bagian tdak terpisahkan dar Keputusan ini

KEDUA :Serclah  jangks wakiu 4 tehun, Kepala Madmsah yang
bersanghoten wajib:

a. menyampaikan laporan perkembengan madrasah Kepada
kRepala Kontor hementerian Agams vang memuat pali=
sedikin perkembangan jumlah peserta didik, pelaksis
kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar s 3/‘ 5
prasarana, dan peliksansan pemenuhan standar pend.
dan tenags kepenitidikan; dan /atau

b. mengajukan pendaftaran visitas akreditasi
seieolah/madrasah kepada BAP-S/M  sesual  ketentuan
peraturan perundang-undangan.

KETIGA *Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud
dajam Dikium KEDUA hurufl a8 dinilai memenubi standar
pelayrnan minimal penyelenggaran pendidikan dan/stau hasil
akreditasi sebagnimana dimaksud Diktum KEDUA huraf b
mendapat peringko! minimel C, maka izmn o
sehagnimana dimaksud dalam Diktum KESATU tetap berlaku.

KEEMPAT ! Dalam hal perkembangan madmsah sehagaimana dimaksod
dalam Diktum KEDUA hurufl a dinilal memenuhi standar
petavanan minimal penyelenggarnan pendidikan dan/atau hasil
akreditas! sebagaimana dimaksod Diktum KEDUA huruef b



T ——

KELIMA

tidak mendapat peringkat minimal C, maka izin operasional
aubnglﬂm.r.n dimalesud dalem Dikitum EESATU dicabuat

: Keputusan ind mulai Deriaku pada ianggal ditetapkan

Chtotapkan  Baniarmasin
pade tangeal 7 Nopember 206
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